
Salinan

Menimbang

Mengingat

BUPATIBOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBOJONEGORO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah
Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
tanggal 13 bulan Oktober tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lernbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara R~P1JQlikIndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
RepubJik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perirobangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sis tern Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5515);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor ;) Tahun 2009 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

19. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);
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22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tabun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang
(Lembaran Negara
Nomor 63);

24. Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistcm Inforrnasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia NomorTabun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 2021

Indonesia Tahun 2019 Nornor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Oaerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerab, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tabun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana
telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentan~
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2021 Nomor 8);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tabun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tabun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH~UPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATIBOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2022.
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Pasal1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari
transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.

7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan
daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang
meJiputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pernerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

9, Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

10. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS),dan pegawai yang dipekeIjakan oleh pemerintah
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan deagan pembentukan modal.

11. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang
dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang
dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja
perjalanan.

12. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, danj atau badan dan.
lernbaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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13. Bantuan sosial adalah pernberian bantuan berupa uang danj atau barang
kepada individu, keluarga, kelompok danj'atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dan kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan.

14. Belanja modal tanah adalah seluruh pengeluaran untuk pengadaari/
pembelian/penyelesaian/penyelesaian, balik nama, pengosongan,
penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah
serta pcngeluaran lain yang bersifat administrasi terkait dengan hak dan
kewajiban atas tanah pada saat pembayaran/pembayaran ganti rugi sampai
tanah tersebut siap digunakari/ dipakai.

15. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeJuaran untuk pengadaan
perala tan dan mesin yang digunakan dalam peJaksanaan kegiatan antara
biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya untuk mengumpulkan dan mernpersiapkan perala tan dan mesin
terse but siap digunakan.

16. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran untuk
memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan
gedung dan bangunan yang siap digunakan termasuk biaya pernbelian atau
biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin rnendirikan bangunan,
notaris, dan pajak (kontraktual), dalam belanja ini termasuk biaya untuk
perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan pcrolehan gedung dan
bangunan.

17. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran untuk
memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan terse but sampai siap
pakai biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan
penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan
di atas batas nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

18. Belanja modal lainnya adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan
belanja modal untuk pengadaan/pernbangunan belanja modallainnya yang
tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah,
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, lrigasi dan
lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (leasehold) ,
pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (k.arya seni) , barang-barang
purbakala dan barang-barang untuk museum, serta temak hewan, buku-
buku dan jumal ilmiah sepanjang tidak untuk dijual dan diserahkan
kepada masyarakat.

19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



- 9 -

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
meneapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

21. Kegiatan adalah bagian dan Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dan pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya terse but, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

22. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

23. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengeeualian dan
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan
pihak lain sehingga daerah terse but dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

26. Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan keIja perangkat

daerah.
29. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.
30. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah

dan belanja daerah.
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31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1
(satu) periode anggaran.

Pasal2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaandaerah.

Pasal3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah
Rp.5.947.603.263.629,00 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh
milyar enam ratus tiga juta dua rarus enam puluh tiga ribu enam ratus dua
puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 4.148.106.838.565
b. Belanja Daerah Rp. 5.947.603.263.629

Defisitj Surplus
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan
2. Pengeluaran
Pernbiayaan Netto

(Rp. 1.799.496.425.064)

Rp. 1.822.250.784.177
Rp. 22.754.359.113

Rp. 1.799.496.425.064
Rp.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal4

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 4.148.106.838.565 (empat triliun
seratus empat puluh delapan milyar seratus enam jura delapan ratus tiga
puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp.784.988.095.818 (tujuh ratus delapan puluh
empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh
lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.129.658.721.921 (scratus dua puluh sembilan rnilyar enam
ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan
ratus dua puluh satu rupiah).



- 11 -

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.46.974.913.786 (empat puluh enam milyar
sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh
ratus delapan puluh sembilan rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120.972.607.665
(seratus dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus
tujuh ribu enam ratus enam puluh Limarupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.487.381.852.446 (empat ratus
delapan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta deJapan
ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

PasaJ 6

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 huruf b
direncanakan sebesar Rp.3.'288.412.160.147 (tiga triliun dua ratus delapan
puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu
seratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerinlah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.189.178.892.500 (tiga triliun seratus
delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan
ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.99.233.267.647 (sembilan puluh
sembilan milyar dua rarus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh
ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf c direncanakan sebesar Rp.74.706.582.600 (tujuh puluh empat
rnilyar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam
ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan hibah;
h. Dana darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan

sebesar Rp. 0 (no1rupiah).
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(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp.74.706.582.600 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus enam
juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.5.947.603.263.629 (lima triliun sembilan ratus empat puluh tujuh milyar
enam ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf a
direncanakan sebesar Rp.3.029.273.647.357 (tiga triliun dua puluh
sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta enarn ratus empat puluh
tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan
sebesar Rp.1.237.641.048.978,OO (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh
milyar enam ratus empat putuh satu juta empat puluh delapan ribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.220.153. 997 .375,00 (satu triliun dua ratus dua
puluh miJyar seratus lima pulub tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujub
ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 0 (not rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp.l.500.000.000 [satu milyar lima ratus juta rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.396.393.101.004 (tiga ratus sembilan puluh enam rnilyar tiga
ratus sembilan puluh tigajuta seratus satu ribu empat rupiah).
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(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp.173.585.500.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar
lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasa!IO

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
direncanakan sebesar Rp.1A50.237.513.745 (satu triliun empat ratus lima
puluh milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu
tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. BeJanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.124.222.533.070 (seratus dua puluh empat
milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh
puluh rupiah).

(3) 8elanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.94.312.125.117 (sembilan puluh empat
rnilyar tiga ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu seratus tujuh
betas rupiah).

(4) BeJanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp.389.645.532A94 (tiga. ratus deJapan
puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga
puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp.837.655.803.836 (deJapan ratus tiga
puJuh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu
delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

(6) BeJanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar RpAA01.519.228 (empat milyar empat ratus
satu juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh delapan
rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
direncanakan sebesar Rp.349.748.798.319 (tiga ratus empat puluh sembilan
milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh
delapan ribu tiga ratus sembilan beJas rupiah), yang terdiri dari belanja tidak
terduga.
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Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
direncanakan sebesar Rp.1.118.343.304.208 (satu triliun seratus delapan
belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu dua
ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan;

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.22.079.204A63 (dua puluh dua milyar tujuh
puluh sembilan juta dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh tiga
rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp.1.096.264.099.745 (satu triliun sembilan puluh
enam milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh sembilan
ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal13

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.1.799.496.425.064 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar
empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pernbiayaan;

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 13
huruf a direncanakan sebesar Rp.1.822.250.784.177 (satu triliun delapan
ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan
puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerirnaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.1.822.250.784.177 (satu triliun deJapan ratus dua puluh dua milyar dua
ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh
puluh tujuh rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
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(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(6) Penerimaan kembali pernberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b direncanakan sebesar Rp.22.754.359.113 (dua puluh dua milyar
tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan juta
seratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp.22.754.359.113 (dua puluh dua milyar tujuh
ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan juta seratus
tiga belas rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(5) Pernberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan Zatau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini
dengan menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan
Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.

(2) pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran
melebihi pagu yang telah ditatapkan dengan peraturan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dimasukan dalam
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; danj'atau
c. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
(4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan;dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danj'atau
masyarakat.

Uraian lebih Ianjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklaslfikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
RekapituIasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran vn

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Pasal17

Membayar;
Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;



10. LampiranX
II. Lampiran XI
12. Lampiran XII

13. Lampiran XlII

14. Lampiran XlV

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI
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Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran yang direncanakan;
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Desember 2021
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